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PERATURAN BUPATI LEBONG 

NOMOR .1 T TAHON 2014 

TENTANG 

DAS.AR PENGEIIAAN TA.RIF DAN CARA MENGJDTUHG PAJAK BUMI 
BANGUNAN PEDESAAN PERKOTAAN KABUPATEN LEBONG 

Menimbang 

Mengjngat 

BUPATILEBONG 

a. bahwa untuk melaksanakan Pcraruran Daerab 
tentang Pajak Daerah Kabupaten Lcbong dan 
PelaksAnnao Pengelolaa.n Pajak Bumi Bangunao 
Pede.saan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Tamlh 
dan Bangunan sebagai Pajak Daerah; 

b. bahwa unruk mcniogk'at:kan Pe11dapatan AslJ Daerah 
(PAD) dari sektor Pajak Bumi Sangunan Pedesaan 
Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan, da:n demi meningk'atkan efisiensi dan 
ketepatan waktu kerja; 

c. bahwa berdasarkan pertl.mbangan seba,gaimana 
dimaksud pada buruf a dan huruf b di atas, pcrlu 
ditecapkan dengan Peraturan Bupati. 

: l. Undang•Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pe.mhentukan Provinsi Bengkulu {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, 
Tambahao Lembaran Negara Republik Indonesia 
No.mor 2828); 

'l. P,nWlfl~•Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 
fQlljJ'.IFnrnl<an Kabupaten Lebo11g ~ I\ i)itb\lpaten 
Kepahiang di Provins! Bengkulu {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, 
Tl'-J)')R/1,)1a11 Lembarao Negara f{~publik Indonesia 
Nomor 4349); I· 

3. l.lrndang-Undang Nomor 32 Tahuo 2004 tcntaog 
Pemeril1Lah Daenth (L~aran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2004 Nomor 125,. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), 
scbagaimana telah beberapa ka1i diubah, terakhir 
dengan Undang-Unda:ng "Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Peruhahan Kedua atas Unda_og-Undang 



Nomar 32 T"8.hun 2004 tenrang PemerinLllh Oaerah 
(Lembatan Negm:a Republik Indonesia Tahun 2008 
No,mor 59, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 4844); 

4 . Undang-Undang Namor 33 Tahun 2004 1.entang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
da.n Pemerintah Daerab (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Oaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia TMUJ'I 2009 Nomor 130, 
Ta:mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

6. U ndang-Undang Nomor 19 Te.bun 1997 ten tang 
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, 
Tambahan i,embaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Kedl.!a al:ru! 1Jndang-Undang Nomor 19 
Tabun J 997 ten tang Penagihan Pajak Dengan Surat 
Paksa (Lcmbarnn Negara Republik Indonesia Tahun_ 
2000 Nomor 129, Tarnbahan Lcmbaran Negata 
Republik Indonesia Nomor 3987); 

7. Peraturan Pemcrintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l ~O. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 01 
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi 
Perangkal Daerah Kabupaten Lebong scbagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Lebong Nomor 1 Tabun 2012 tentang Perubahan 
atas Peraturan Oaerah Kabupaten l.ebong Nomor 
0 l Tahun_ 2008 ten tang Pembentukan Organisasi 
Perangkat Daerah Kabupaten Lebong; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 05 
Tahun 2011 dan perubahannya Peraturan Daerah 
No. 8 Tahun 2013 tentang Pajalc Dacrah; 

10. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013 tcntang 
J>ctunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan 
Pedesaan den Pcrkotaan; 



Memperhatikan 

Menetapkan 

Perattuan Bersama Mcnt.eri Keuangan clan Mentcri 
Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 No-mor 10 
'rahun ~O 14 tcntang Tahapan. Persiapan dan 
Pclaksanaan Pengalihan Pajak Sumi dan Bangunan 
Pedesaan dan Perkotaan Se~a.i Pajak Daerah 

MEMUTUSl<AN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG DASAR PENOENAAN 
TARIF DAN CARA ME=NGHITUNO PAJAK BUMI 
BANGUNAN PEDESAAN PERKOTAAN 

BABI 
KETENTUAN MUM 

Pasal 1 
Dalam Peraruran Bupati ini yang dimaksud dengan : 

J. Dacrah adalah Kabupaten Lebong. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Pcrangkat Daerah scbaga:i unsur 
penyelenggara Pcmerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Le.bong. 

4. Dinas adalah Oinas Pcndapatan, Pengclola.an Keuaogan d'l-ll Asel 
Daerah, 

5. Pajak Daerah yang selanjul:nya disebut pajak, adalah kontribusi wajib 
ke~da Daerah yang rerutang oleh pribadi •tau Badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dcngan tldok roenclapatkan 
lmbalan secara langsung dan digunakan UJltul.< kepcrluan Dae:rah bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

6. Pajak Bumi dan Bangunan Pcdcsaan dan Perkota.an adalah pajak 
atas Bumi dan / atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 
dim• nfaatkan olch orang pribadi a tau Baden, kecuali kawasan yang di 
gunakan untuk kegiatan usaha perk.ebunan, perhutanan dan 
pen.ambangan. 

7. Bumi adalah Permukaan buml yang mellputi l:anah clan perairan 
pedal.a.man serta laut wilayah kabupacen. 

8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan 
secara tetap pad a tanah dan / atau perairan pedalaman dan / a tau laut. 

9. l'lilai Jual Objek Pajak yang sclanjutnya disingkat NJOP. adalah 
harga rata-rata yang diperoleh dari cransaksi jual bell yang tcrjadi 
secara wajar, dan bila mana tidal< terdap<1t ttansaksi jual bcli, NJOP 
ditentukan melalui perbandingan harga dcngJUl objek lain yang sejo,nis, 
atau rulai perolchan bacu, atau NJOP pengganti. 

10 Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat d.ikenakan 
Pajak. 



11. Wajib Pajak adalah <ming pribadi aiau Sadan, melipuu pembaynran 

pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mcmpunyal hak 

dan kewajiban perpajakru, sesuai dengan keu:ntullll peraturnn 

Penmdang Undangan perpajakan Dacrah. 

12. Tahun Pajak adalah Jangka waktu lamanya l {satu) lahun kclender 

13. Pajak )'Wig terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, 

dalam masa pajak, dalam lahun pajak, atau bagian Tohun PaJak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perUndang- Undangan perpajakan daerah. 

14. Surat Pemberitahuan Objek Pnjak, yang sclanjutnya disingkat SPOP, 

adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untul< mclaporkan data 

subjek dan objek Burru dan Bangunan pedesaaan dan perkotaan eesuru 

dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan daerah. 

15. Surat Pembcritahuan PaJak Terutang, yang selanjutnya dlsingkal $PP'!', 

adalah surat yang digunakan untuk mcmberitahukan besamya Pajak 

Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkoman yang terutang pada wajib 

pajak 

16.Surat Ketctapan Pajak Daerah, yang sclaajutnya diaingkat SKPO 

adalah aurat ketetapan pajak yang menentulcan bc=samya jumlab pokok 

pajak yang terutang. 

I 7. Surat Tanda Tcrima Sctoran, yang selanjutnya dlsingkat STI'S adalah 

bukti pembayaran otau penyctoran J)ll,jak yang telnh dilakukan dengan 

rnenggunakan rormulir atau tclah dilakukan dengan cara lain kc kas 

umum daerah melalui tempat pembayarno yang ditunjuk oleh Kepala 

Dnerah. 

18,S\lrat K:etetapan Pajak Oaerah Lebih Bayar, yang selanJutnya 

disingkat SKPOLB, adalah surat keteU\pan pajak yang mcnenrukan 

jumlah kelebi.han pcmbayarnn pajak karena jumlah krechl pajak lebih 

bcsar dari pada pajak yang tcrutang atau seharusnya tidak tcrulang. 

19. SUmt Tag,han Pajak Doernh, yang sclanjutnya disingkat STPO, adalah 

surat untuk melakukan tagihan MJak dan/atau sanks1 a<lmirustra&i 

berupa bunga dan/atau dendB-

20.Surat Keputusan ?embetulan adalab surat kcputusan yang 

mcmbctulkan kcsalahan tulis, kesalaban hitung, dan/atau kekeliruan 

dalnm pcnerapan ketenruan tertentu dalam peraturan _perUndang­

Undangan perpajal<an daerah yang terdapat daJam sumt peooberilahuan 

Pajak Terutang, Surat Ketctapan Pajak Dacrah, Surat Ketetapan Pajak 

Oacrah Kurang Bayar, Sumi Ke1ctapan Pajak Dacro.b Ku.rang Bayar 

Tnmbahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketelapan 

Pajak Dnerah Leblh Bayar, Surat Tagihan Pajak Dacrah, sural 

Keputu.an Pcmbetulan atau SUrat Keputusan Keberatan. 



21. SUraL Keputusan Kcberatan adalah ,;urat kepurusan atas k-eberacan 
tcrhadap surar Pembc:ritabuan Pajak Tcrutang, Sural Ketetapan 
Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak 
Daerab Kuraog Bayar, Surol Ketetapan Pajak Daerah Kur:ang Bayar 
Tambahan, SuraL Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Lebih Bayer, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh 
pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

22. Banding adalah upaya hukum yang dapat clilakukan oleh Wajib Pajak 
atao penanggung pajak terhadap suatu kepurusan yang <'.lidapat 
diajukan banding bcrdasarkan peraturan perUndang- Undangan 
perpajakan yang be.rl,i.ku. 

23. Pub)san Banding adalab putusan badan pcraclilan pajak atas 
banding terhadap surat keputusan kebcra:tan yang <'.liajukan oleh Wajib 
Pajak. 

24. Pemungutan adalab suatu rangkaian mulai dari perhimpunan 
data objek dan subjek, penentuan besamya pajak yang terutang 
sampai kegiatan penagi.han pajak kepada Wajib Pajak scrta 
pengawasan penyctoran. 

25. Pemeriksaan adalab serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 
data, ketcrangan dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpaja.k.an daerah dan/atau untuk 
llljuan Jain dalam rangka mclaksanakao ketenruan peraruran 
pcrUndang-Undangan perpajakan daerah. 

26. Penyidlkan tindak pidana dJll1dang perpajak.an daerah adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencarl 
serta mengumpulkan bukti yang de.l'l/lllll bukti itu membuat terang 
tindak pidana dlbida.ng perpajakan daerah yang terjad.i sena 
menentukan tersangkanya.. 

27. Kas umum daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang 
dltcntu.kan ohm Kepala Daerah untuk menampung scluruh pcnerlmaan 
daerah dan cligunakan untuk.mcmbayar $eluruh_pengeluaran daerah. 

BABD 
NAMA, O BJEK DAN SUBJE:K PA.JAX 

Paaal 2 
(l) Dengan .narna Pajak Bumi dan Bangunan Pedcsaan dan Perkotaan 

dipungut pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, 
dikuasai, dan/atau <'.limanfaat oleh orang pribadi atau Sadan. 

(2) Objek Pajak Bumi dan 8angunan Pedesaan dan Perkotaan adalah Bumi 
dan / atau Bangunan yang climili.ki, dikuasai, dan/ a tau dimanfaatkan 
oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk 
kegi.atan usaha perkebunan, perhucanan, dan pertambangan. 



(3) Tennasuk dalam pengertiao bangunan adalah : 
a.jaJan llngkungan yang ttrletak druam satu kompleks bangunan 

seperti hotel, pabrik den emplasemennya, yang merupakan ..atu 
kesa.tuan dengan kompleks bangunan tcrscbut; 

b.jalan tol; 
c. kolam renang; 
d. pagar mewab; 
e. tempat olah raga; 
L galangan kapal, dermaga; 
g. tam.an mewah; 
h. tcmpat penampungan/kilang mlnyak,air dan gas, pipa minyak; dan 
L menara. 

(4) Objek Pajak yang tidak dikcoakan Paj'.ak Bumi dan JSangunan 
Pedesaan dan Perkotaan adalah objck pajak yang : 
a. cligunakan olch Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan 

pemerintahan: 
b, digunakan semata-mata untuk melayanl kepentingan umum c;li 

b~dang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan 
nasional yang tidak climaksud untuk memperoleh kcunn,ngan; 

c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis 
dengan itu; 

d . merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wlsata, 
taman nasional dan tanah negara yang bclum clibcbani suatu hale; 

c. cligunakan oleh peiwakilan cliplomatik den konsulat ben:lasarlcan asas 
perlakuan timbal balik; dan 

f. cli'gunakan olch badan atau perwakilan Jembaga inlernasional yang 
ditetapkan dengan Peraruran Menteri Keuangan. 

(5) Besarnya Nilru Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak disesuaikan sebesar 
Rp.10.000.000,00 (sepuluhjuta rupi<lh) untuk setiap Wajib Pajak. 

Pasa.13 
(l) SUbjek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah 

orang pribadi atau Bad,an yang s~-cara nyata mempunyai ~atu bak atru; 
Bumi dan/atau memperoleb manfaat a.tas Bumi, dan/atau memiliki, 
menguasai, dan/atau mcmperoleh manfaat atas Bangunan. 

12) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah orang 
pribadi atau Sadan yang sccara nyata mempunyaj suatu bak atas 
Bumi dan/ alau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ a tau memiliki, 
me:nguasai, dan/atau memper(lleh manfaat aras Bangunan. 

(3) Dalam hal Objek Pajak belum jclas dikelahui Wajib Pajaknya, Kepa!a 
Daerah dapat menctapkan Subjek Pajak sebagai Wajib Pajak. 

(4) Subjek Pajak yang ditetapkan sebagaimana climaksud pada ayat 
(3) dapat memberikan keteran_gan seca.ra tertulis kepada Kepala 
Daerah bahwa ia. bukan \Vajib Pajak terhadap Objek Pajak dimaksud. 

(5) Bila keterangan yang diajukan oleb Wajib Pajak sobagaimana 
dimaksud pada O.Yl!i• (4) clisetujui, l)lslka Kepada Kepala Dacrah 
membatalkan penetapan sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) de.lam jangka waktu I (sacu ) bulan sejak clitenma sural 
keccran.gan d1mak~ud. 



((>) Bila keterangan yang diaju.kan itu tidal< dlsetujui, maka Kepala Oaerah 
mengeh.1arkan kepurusan pcnolakan dengan disertai alasan-alasannya. 

(7) Apalbila setelah jang~ waktu 1 (satu) bulan sejak lrulggal 
diterimanya keterangan sebagaimana diroaJ<snd pada ayat (4) Kepala 
Dacr ah tidak mcroberikan kepurusan, maka keterangan yang diajukan 
itu dianggap discrujui dan Kepala Oaerah segera meinbatatkan 
penetapan seb!lgai Wajib Pajak. 

BAB III 
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK 

Pasa14 
(1) Dasar pel)genaan Pajak Bumi dan Bangonan Pcdesaan dan Perkotaan 

adalah NJOP. 

(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada e,yat (1) clitetapkan setiap 3 
( tiga) tahun, kecuali untuk Objek Pajak tcrtentu dapat ditetapkan 
setiap tabun scsuai dengan perkcmbangan wilayahnya. 

(3) Pcnetapan besamya NJ OP sebag-dirnana dimaksud pada ayal (2) 
dilakukan oteh Kepala Daerah. 

PasalS 
Tari! Pajak Bumi dan Bangunan Pedcsaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai 
berikut : 
a . untuk NJOP sampai dcngan Rp. 1.000.000.000,00 ( satu mityar rupiah ) 

ditetapkan sebesar 0,1 % ( not koma satu persen) pertahun; 
b. untu.k NJOP diatas Rp. l .000.000.000,00 ( satu milyar nupiah ) 

ditetapkan sebesar 0,2 % ( not koma dua pcrsen) pertabun. 

Pasal6 
( I) Besaran Pokok Pajak Bumi dM Bangunan PedcsaM dan Perkoi.9 !lil yang 

terutang dihitung dengan earn mengalikan tarlf sebagaiJnana di.maksud 
dalam Pasal 5 huruf a atau b dcngan dasar pengcnaan Pajl',k 
seba,gaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (I) setclah dikurangi Nilai 
Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak scbagaimana dlmaksud dalam Pasal 2 
ayat (5). 

(2) HasU pcrhitungan besaran Pokok Pajak Bumi dan Bangunan yang 
terhutang scbagaimana dlmaksud pada, ayat \t) ditet8,pkan 
minimal sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). 

BAB IV WILAYA.8'. PEMUNGUTAN 

Pasa17 
('ajak Bumi dan Bangunan Pedcsaan dan Perkota.an yang terutang dipungut 
(!j wllayah daerah. 

BAB V MASA PAJAK 

Pasal8 
(l) 'l'abun Pajak aclaklh jang)m waktu 1 (satu l tahun kalendcr, 

(2) Saat yang menentukan Pajak tcrutang adalah menurut keadaan objek 
pajak pada tanggal 1 Januari. 



(6) Bila keterangan yang diajukan itu tidak diset:ujui, maka l<epala Daerah 
menge)uarkan keputuSan pe.nolakan dengan disertai alasan-alasannya. 

(7) Apabila setelah jangkn waktu l (satu) bulan sejak i;angghl 
diterimanya keterangan sebagairnana dima.ksud pada ayat (4) Kepala 
Oaerah tidak memberikan kepurusan, maka. keterangan yang diajukan 
itu dianggap disetl\jui dan Kepala Daerah segera membatalkan 
penetapan sebagai Wajib Pajak. 

BABID 
DA.SAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK 

Pual4 
(1) Dasar pcngenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 

adalah NJOP. 

\2) Besamya NJOP sebagalrnan.a dimaksud pada ayat (l) ditetapkan setiap 3 
( tiga) tahun, kccuali untuk Objck Pajak tertentu dapat ditetapkan 
setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilO¥ahnya. 

(3) Penetapan besarnya NJOP scbagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan olch Kepala Oaerah. 

Pasa.15 
Tarif Pajak Bumi dan Bangu.nan Pedesaan dan Perkot:aan ditetapkan sebagai 
berikut: 
a. untuk NJOP sampai dengan Rp. l.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah ) 

ditetapkan sebesar 0,1 % ( not koroa satu persen ) pertahun; 
b. untuk NJOP diatas Rp. l..000.000.000,00 ( satu -milyar nipiah l 

ditetapkan sebesar 0,2 % ( nol koma dua pers.en ) pertahun. 

Pasal 6 
(1) Besaran Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan y!lllg 

terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimaoa dimaksud 
dalam Passi S huruf a atau b dengan dasar pengcnaan Pajak 
sebagalrt\all8 dimaksud da1am Pasal 4 ayat (I) setelah dikurangi Nilal 
Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimaoa dimaksud dalo.m Pasal 2 
ayat (5}. 

(2) Hasil perhitungan besa.ran Pokok Pajak Bumi dan 
terhutang sebagai,nana dimaksud padai ayat 
min•mal sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). 

BAB IV WILAYAH PE111UNGUTAN 

Paaa.17 

Bangunan yang 
(1) ditetapkan 

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang tcruw.ng dipungut 
di wilayah dacrah. 

BAB V MASA PAJAtK 

Pasal8 
(1) Tahun Pajak ada!Ah ja.ngka waktu 1 (saui) tahun kalender, 

(2) Saat yang menentu.klu, Pajak terutang adalah menurut keadaan objek 
pajak pada tanggal 1 Janua:ri. 



BAB VJ 
PENDA'li'AAN DAN PENETAPAN PAJAK 

Paaal9 
(1) Pendataan dilakukan dengan mcnggunakan SPOP. 

(2) SPOP sebagaimana dima:ksud pada ayat (1) harus diisi dengan jclas, 
ben'IJ", dan lcngkap serta ditandatanganj dan dJsampaikan kepada 
Kepala Daerah, selambat lambatnya 30 (tiga puluh) bari kerja setelah 
tanggal ctiterimanya Sl'OP oleb Subjck PajaJ;c. 

(3) Xetentuan lebih lanjut mengenai tat:a cara pendapatan dan 
pclaporan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayal (1) diatur 
dengan perat□ran Kepala Daerah. 

Pasal 10 
(I) Ber-dasarkan $POP s.ebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 

- (1), Kepala Daerab menerbitkan SPP'J'. 

(2) Kepala Daerah de.pat Il\Cngcluru:kan SKPD dalam baJ.bal sebagai berikut 

a, apabila SPOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) 
tidak disampaikan dan selelah Wajib Pajak ditegur s~ara tertulis 
oleb Kcpala Dacrah sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; 
dan/atau 

b. apabila berdasarkan basil pemcriksaan atau kcterangan lain tcmyata 
JumJah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang 
dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak. 

(3) Ketentuan lebih lw,juL mengenai bcntuk, isi, kualitas dan ukuran 
SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) d.i arnr dengan peraturan 
Kepala Oaerah. 

BAB X:V KETENTUAN PER:ALIHAN 

Pasal 11 
Pajak Bumi dan Bangunan Pedcsaan dan Perkotaan yang tcrntang untuk 
Tahun Pajak 2013 dan sebelumnya ma.sih dapat ditagih berdasarkan 
keteotuan peratura.n pernndang-undangao yang lama scbelum Pcraturan 
Bupati ;nj diberlakukan sclama jangka waktu 5 (lima) tabun terhitung sejak 
saat terutarig. 

BAB XVI KETENTUAN PEfflJTUP 

Paul 12 
Hal-ha.I yang belum cukup diatur dalam Peraruran Bupati m, sepanjang 
mcngcnai teknis pelaksanaa.nnya. akan dJatur kemudian dengan peraturan 
tersendiri. 



-

-

Pasal 13 
Peratu:ran Bupati ini mulai berlaku sejak d:iteta:pkan. 

Agar seliap orang mengetabuinya, memerintabkan pengundangan 
Peralu ran Bupati ini dalam LembarttnDacrah Kabupaten l..ebong. 

Ditetapkan di Tubei • 
pada tangi:(al, 10 - ?uru - 20 I 4 

Diundaogkan di TUbei • 
I. H. ROSJONSYAH 

pad a t.anggaJ, 10 - ;l.1,1,.; - 2014 
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